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BAB 1 
PENGANTAR REGULASI KESEHATAN 
DAN KESELAMATAN KERJA DI 
INDONESIA 
 
 

1.1 Pendahuluan 
 Dalam zaman modern ini, perkembangan dalam industri 
manufaktur dan sektor jasa telah mengalami kemajuan yang sangat 
berarti. Keadaan persaingan yang intens dan harapan tinggi dari 
pelanggan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menjalankan 
berbagai upaya perbaikan (Putera, 2021). 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) mengacu pada 
upaya-upaya untuk menjamin kondisi kerja yang aman, sehat, dan 
terbebas dari risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. 
Secara umum, keselamatan kerja dapat diartikan sebagai suatu 
sistem perlindungan diri terhadap segala kemungkinan yang dapat 
menyebabkan kecelakaan di tempat kerja (Wolf and Baum, 2016). 

Adapun kesehatan kerja menitikberatkan pada terjaganya 
kesehatan fisik dan mental para pekerja selama bekerja. Dalam 
definisi yang dirumuskan bersama oleh Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), K3 
merupakan upaya perlindungan kesehatan pekerja, sementara 
definisi dari OSHA (Occupational Safety and Health Administration, 
Amerika Serikat) menekankan pengendalian terhadap lingkungan 
kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya. Dari kedua sudut 
pandang ini, K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja 
yang aman serta meningkatkan derajat kesehatan pekerja melalui 
berbagai langkah promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitative. 

Konsep K3 mencakup keselamatan kerja (occupational 
safety) dan kesehatan kerja (occupational health). Keselamatan kerja 
berfokus pada pencegahan kecelakaan kerja – seperti cedera fisik 
akibat mesin atau jatuh dari ketinggian – dengan cara mengenali 
potensi bahaya dan menerapkan langkah pengendalian. Sementara 
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itu, kesehatan kerja berhubungan dengan pencegahan penyakit 
akibat kerja – misalnya penyakit paru akibat paparan debu atau 
gangguan pendengaran akibat bising – melalui pengelolaan faktor-
faktor risiko di lingkungan kerja. Dengan kata lain, K3 mencakup 
segala aspek perlindungan tenaga kerja, baik dari risiko kecelakaan 
mendadak maupun risiko jangka panjang terhadap kesehatan yang 
disebabkan oleh pekerjaan (Lin, Shin and Gerberich, 2023).  

Pada praktiknya, penerapan K3 di tempat kerja melibatkan 
berbagai langkah, antara lain: identifikasi bahaya (hazard 
identification), penilaian risiko, pengendalian risiko (melalui 
rekayasa teknik, prosedur kerja aman, dan penggunaan alat 
pelindung diri), pemeriksaan kesehatan berkala bagi pekerja, serta 
edukasi dan pelatihan keselamatan kerja. Tujuan akhirnya adalah 
memastikan setiap pekerja terhindar dari cedera dan penyakit, 
sehingga mereka dapat bekerja secara produktif dan bermartabat. 
Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan bahwa setiap tenaga 
kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya selama 
bekerja (Muhanga, 2025). 

 

1.2 Pentingnya K3 dalam Dunia Kerja Modern  
 Penerapan K3 memiliki peran yang sangat vital dalam dunia 
kerja modern. Pada era industrialisasi maju dengan penggunaan 
teknologi tinggi dan proses produksi yang kompleks, risiko 
kecelakaan dan paparan bahaya juga meningkat apabila tidak 
dikelola dengan baik. Pentingnya K3 tidak hanya dilihat dari sisi 
perlindungan tenaga kerja, tetapi juga dari segi produktivitas dan 
keberlanjutan usaha. Lingkungan kerja yang aman dan sehat akan 
mendukung kinerja karyawan, mengurangi hari kerja yang hilang 
akibat kecelakaan atau sakit, dan pada gilirannya meningkatkan 
produktivitas perusahaan. Sebaliknya, kecelakaan kerja dapat 
menimbulkan kerugian besar, baik bagi pekerja, keluarga, 
perusahaan, hingga perekonomian nasional, berupa biaya 
pengobatan, santunan, kerusakan peralatan, terganggunya proses 
produksi, dan lain-lain (D’Andrade and Scott, 2025). 

Data menunjukkan bahwa kecelakaan kerja masih menjadi 
tantangan serius di Indonesia. Sepanjang tahun 2022, jumlah klaim 
asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang diajukan ke BPJS 
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Ketenagakerjaan mencapai 297.725 kasus. Angka ini meningkat 
dibanding tahun-tahun sebelumnya dan terus bertambah pada 
tahun berikutnya. Bahkan selama Januari hingga November 2023, 
jumlah kecelakaan kerja yang dilaporkan telah mencapai 360.635 
kasus. Tingginya angka kecelakaan ini menunjukkan bahwa upaya 
perbaikan K3 di tempat kerja masih perlu ditingkatkan. Setiap kasus 
kecelakaan berarti ada pekerja yang terluka, kehilangan mata 
pencaharian sementara atau permanen, atau bahkan meninggal 
dunia. Hal ini berdampak pada kesejahteraan keluarga pekerja dan 
dapat menurunkan moral tenaga kerja lainnya. Ketaatan terhadap 
regulasi ini bukan saja menghindarkan perusahaan dari sanksi, 
tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif (Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, 2024). 

Tren dunia kerja modern juga menunjukkan bahwa 
perhatian terhadap K3 semakin meningkat. Standar internasional 
seperti ISO 45001 (Sistem Manajemen K3) telah banyak diadopsi, 
dan budaya keselamatan (safety culture) mulai menjadi bagian dari 
nilai perusahaan. Selain itu, pengalaman menghadapi pandemi 
COVID-19 baru-baru ini turut memperluas cakupan K3, di mana 
protokol kesehatan di tempat kerja menjadi bagian tak terpisahkan 
dari keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan dituntut lebih 
proaktif dalam melindungi pekerja, tidak hanya dari kecelakaan 
fisik, tapi juga dari ancaman biologis (seperti wabah penyakit) dan 
gangguan kesehatan mental akibat tekanan kerja. Dengan demikian, 
K3 di era modern mencakup spektrum yang luas dan menjadi 
elemen kunci dalam praktik ketenagakerjaan yang berkelanjutan 
dan bertanggung jawab. 

Pemerintah Indonesia secara rutin menegaskan pentingnya 
K3 melalui berbagai program dan kebijakan. Salah satunya adalah 
peringatan Bulan K3 Nasional setiap tahun (biasanya dari 12 Januari 
hingga 12 Februari) yang bertujuan meningkatkan kesadaran 
semua pihak akan pentingnya budaya K3. Pejabat pemerintah kerap 
menyampaikan bahwa K3 bukan sekadar pemenuhan regulasi, 
tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber 
daya manusia dan kinerja ekonomi. Menteri Ketenagakerjaan RI, 
misalnya, pernah menggarisbawahi bahwa upaya K3 adalah bagian 
dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja 
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yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh pekerja. Oleh karena 
itu, K3 telah menjadi standard of care di dunia kerja modern: tidak 
hanya diharap oleh pekerja, namun juga menjadi tolok ukur 
perusahaan berkelas internasional dan syarat dalam rantai pasok 
global (Sejahtera, 2022). 

 

1.3 Sejarah Perkembangan Regulasi K3 di 
Indonesia  

Pemahaman mengenai K3 di Indonesia tidak lepas dari 
perjalanan sejarah regulasi yang telah berlangsung lebih dari satu 
abad. Regulasi K3 di tanah air mengalami evolusi seiring perubahan 
kekuasaan dan dinamika industri, mulai dari era kolonial Hindia 
Belanda, masa awal kemerdekaan, Orde Baru, hingga era Reformasi 
dan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja pada abad ke-21. Berikut 
ini garis besar perkembangan regulasi K3 di Indonesia dari masa ke 
masa. 

 
1.3.1 Masa Kolonial Belanda dan Awal Kemerdekaan 

Pada masa penjajahan Belanda, perlindungan terhadap 
keselamatan pekerja mulai diperkenalkan sejalan dengan 
berkembangnya industri di Nusantara. Salah satu regulasi K3 tertua 
di Indonesia dapat ditelusuri pada tahun 1852, ketika pemerintah 
Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 20 tahun 1852. Aturan 
ini mengatur keselamatan dalam penggunaan mesin uap – teknologi 
penting pada industri gula dan manufaktur saat itu – dan 
menugaskan lembaga Dienst van Het Stoomwezen untuk mengawasi 
penerapannya. Langkah ini menandai awal mula perhatian terhadap 
keselamatan operasional mesin di tempat kerja, utamanya untuk 
mencegah kecelakaan seperti ledakan boiler atau kebakaran yang 
kerap terjadi pada masa revolusi industri. 

Memasuki abad ke-20, pemerintah kolonial semakin 
memperkuat regulasi keselamatan kerja. Tahun 1905 dikeluarkan 
aturan keselamatan kerja yang lebih komprehensif melalui 
Veiligheidsreglement 1905 (Staatsblad No. 521 tahun 1905). 
Regulasi yang dikenal sebagai Veiligheidsreglement ini kemudian 
disempurnakan pada tahun 1930 dengan terbitnya Staatsblad No. 
406 tahun 1930. Veiligheidsreglement 1930 tersebut dapat dianggap 
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sebagai kode keselamatan kerja di era kolonial, yang mencakup 
persyaratan keselamatan di tempat kerja, terutama di sektor 
industri dan pertambangan. Aturan kolonial ini menjadi dasar 
penerapan K3 di Indonesia pada masa itu, meskipun tentu 
cakupannya masih terbatas dan pelaksanaannya difokuskan pada 
kepentingan industri kolonial. Prioritas utama Veiligheidsreglement 
adalah mencegah kecelakaan besar (seperti kebakaran pabrik) dan 
melindungi aset produksi, sehingga perlindungan tenaga kerja pada 
masa itu lebih bersifat menjaga kelangsungan produksi dibanding 
hak pekerja secara humanistik. 

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, regulasi warisan 
kolonial di bidang keselamatan kerja pada awalnya masih tetap 
diberlakukan sementara waktu. Pemerintah Republik Indonesia 
muda menghadapi banyak prioritas, dan pembaruan regulasi 
ketenagakerjaan termasuk K3 berlangsung bertahap. Pada era Orde 
Lama (masa pemerintahan Presiden Soekarno 1945–1967), 
perhatian terhadap kesejahteraan dan keselamatan pekerja mulai 
meningkat, meskipun belum terwujud dalam undang-undang 
khusus K3. Upaya penting terjadi menjelang akhir 1960-an: 
pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. UU 
No. 14/1969 ini mengandung dua pasal penting yang menyinggung 
hak pekerja untuk mendapat perlindungan keselamatan dan 
kesehatan kerja, sehingga menjadi landasan awal lahirnya regulasi 
K3 nasional. Kedua pasal tersebut kemudian mendorong 
disusunnya regulasi K3 yang lebih terperinci pada tahun-tahun 
berikutnya (Sertifikasi, 2024). 
 
1.3.2 Masa Orde Baru dan Lahirnya UU Keselamatan Kerja 

1970 
Pergantian pemerintahan ke era Orde Baru di bawah 

Presiden Soeharto membawa perubahan signifikan dalam kebijakan 
ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk penerbitan regulasi K3 
yang fundamental. Titik tolak terpenting adalah diundangkannya 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang 
hingga kini menjadi pilar utama regulasi K3 di Indonesia. UU No. 
1/1970 disahkan pada 12 Januari 1970 sebagai respons atas 
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kebutuhan akan hukum keselamatan kerja yang lebih komprehensif 
menggantikan peraturan kolonial (Veiligheidsreglement 1930) yang 
dianggap sudah tidak sesuai perkembangan zaman. Undang-undang 
ini lahir dengan semangat bahwa setiap tenaga kerja berhak 
mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan 
pekerjaan demi kesejahteraan hidup dan peningkatan produktivitas 
nasional. Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam konsiderans 
(menimbang) UU Keselamatan Kerja 1970, yang menegaskan 
perlunya pembinaan norma-norma perlindungan kerja dalam era 
industrialisasi Indonesia.  

Pasca terbitnya UU Keselamatan Kerja 1970, pemerintah 
Orde Baru juga membentuk infrastruktur kelembagaan untuk 
mendukung implementasinya. Kementerian Tenaga Kerja (saat itu 
bernama Departemen Tenaga Kerja) melalui Direktorat 
Pengawasan Ketenagakerjaan bertanggung jawab mengawasi 
ketaatan perusahaan terhadap standar K3. Pengawas 
Ketenagakerjaan ditugasi melakukan inspeksi ke tempat kerja, 
memberi pembinaan, dan menegakkan sanksi bila ditemukan 
pelanggaran. Selain itu, dibentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) di 
perusahaan-perusahaan tertentu – suatu komite K3 di tingkat 
perusahaan yang terdiri dari wakil manajemen dan pekerja – 
berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja, guna membantu 
pengembangan program K3 di tempat kerja. Pada tahun 1984 
pemerintah mencanangkan pertama kalinya Bulan K3 Nasional 
untuk meningkatkan awareness K3 di kalangan dunia industri. Di 
era Orde Baru pula diterbitkan berbagai peraturan pelaksana terkait 
K3, misalnya peraturan tentang penunjukan Ahli K3, standar 
pesawat angkat dan angkut, listrik tenaga, kebakaran, dan lainnya 
yang semuanya bertujuan merinci pelaksanaan UU 1/1970 sesuai 
sektor atau jenis bahaya tertentu. 
 
1.3.3 Era Reformasi dan Perkembangan Terkini (1998 – 

Sekarang) 
Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa 

perubahan signifikan dalam lanskap ketenagakerjaan Indonesia, 
termasuk pembaruan regulasi K3. Pemerintahan baru pasca-Orde 
Baru berkomitmen untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja 
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sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. 
Salah satu hasil terpenting pada periode ini adalah lahirnya Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU 
Ketenagakerjaan 2003 merupakan aturan komprehensif yang 
mengatur hubungan kerja, syarat-syarat kerja, hingga norma K3. Di 
dalamnya, aspek K3 memperoleh penegasan lebih lanjut: setiap 
pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan 
dan kesehatan kerja, dan setiap perusahaan wajib menerapkan 
Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem 
manajemen perusahaan. Kewajiban penerapan SMK3 tersebut 
kemudian dijabarkan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah No. 
50 Tahun 2012 tentang SMK3, yang mensyaratkan perusahaan 
dengan karyawan ≥100 orang atau tingkat bahaya tinggi untuk 
menerapkan SMK3 dan diaudit secara berkala.  

Selain UU Ketenagakerjaan, pemerintah juga melakukan 
reformasi sistem jaminan sosial pekerja. Melalui Undang-Undang 
No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 
dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), skema Jamsostek 
bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 2014. BPJS 
Ketenagakerjaan (dahulu Jamsostek) menyelenggarakan program 
jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan 
hari tua (JHT), dan jaminan pensiun bagi pekerja. ransformasi ini 
memastikan keberlanjutan perlindungan bagi pekerja yang 
mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja, dengan manfaat 
yang ditanggung oleh negara melalui BPJS. Pada era ini pula, 
Indonesia mulai menyelaraskan kebijakan K3 dengan standar 
global, antara lain melalui upaya ratifikasi konvensi ILO yang 
relevan dan adopsi standar internasional ISO untuk manajemen K3. 

Perkembangan terkini yang paling mencolok adalah 
pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(dikenal sebagai Omnibus Law Cipta Kerja). UU Cipta Kerja 
merupakan regulasi sapu jagad yang merevisi puluhan undang-
undang, termasuk UU Ketenagakerjaan 2003 dan beberapa aturan 
terkait ketenagakerjaan lainnya. Dalam konteks K3, UU Cipta Kerja 
membawa implikasi pada norma ketenagakerjaan dengan tujuan 
merampingkan birokrasi dan mendorong investasi, namun 
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pemerintah menegaskan tidak mengurangi esensi perlindungan K3 
bagi pekerja. Misalnya, kewajiban penerapan SMK3 bagi perusahaan 
tetap dipertahankan, dan aspek keselamatan kerja tetap menjadi 
bagian dari persyaratan perizinan usaha berbasis risiko. Pemerintah 
melalui Kementerian Ketenagakerjaan bahkan melihat UU Cipta 
Kerja sebagai momentum untuk merevisi strategi K3 nasional 
periode 2021-2025 agar lebih adaptif terhadap kondisi krisis 
(seperti pandemi) dan perubahan dunia kerja. 
 

1.4 Kelembagaan dalam Pengawasan dan 
Implementasi K3 

Pelaksanaan regulasi K3 di Indonesia melibatkan berbagai 
lembaga yang berperan pada tingkat nasional maupun tingkat 
perusahaan. Berikut adalah institusi utama beserta peranannya 
dalam pengawasan dan implementasi K3. 
1. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker RI): Kemnaker 

adalah instansi pemerintah pusat yang bertanggung jawab 
merumuskan kebijakan, standardisasi, dan pengawasan di 
bidang K3 secara nasional. Di bawah Kemnaker terdapat 
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan 
Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker & K3) yang 
mengoordinasikan kegiatan pengawasan norma K3 di 
seluruh Indonesia. Para Pengawas Ketenagakerjaan yang 
berada di bawah dinas tenaga kerja provinsi/kabupaten 
bertindak sebagai ujung tombak penegakan hukum K3 di 
lapangan. 

2. BPJS Ketenagakerjaan: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan (dahulu PT Jamsostek) adalah badan 
hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan 
sosial bagi pekerja, termasuk Program Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK). 

3. Komite K3 dan Serikat Pekerja: Di tingkat perusahaan, selain 
manajemen dan pengawas, ada lembaga Panitia Pembina K3 
(P2K3) yang diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja. 
P2K3 terdiri dari wakil pengusaha dan pekerja, bertugas 
membantu merumuskan kebijakan K3 di perusahaan, 
memantau pelaksanaan program K3, dan memberikan saran 
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perbaikan. Sementara itu, serikat pekerja/buruh juga 
memiliki andil dalam isu K3, misalnya melalui 
pengurusannya yang dapat menyampaikan aspirasi terkait 
kondisi kerja aman, melaporkan pelanggaran K3, atau 
bernegosiasi memasukkan klausul K3 dalam perjanjian kerja 
bersama 
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BAB 2 
DASAR HUKUM K3 DI INDONESIA 
 
 

2.1 Pendahuluan 

 
Gambar 2.1. Hukum keselamatan dan kesehatan kerja di indonesia 

Sumber: Website https://surabaya.proxsisgroup.com/ 
 

Setiap individu yang berkewarganegaraan Indonesia berhak 
memperoleh pekerjaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 
ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Selain itu, negara juga memiliki tanggung jawab dalam 
menjamin perlindungan serta kenyamanan bagi seluruh rakyatnya.. 
Perlindungan dalam konteks pekerjaan mencakup berbagai aspek, 
seperti memastikan hak-hak pekerja secara adil dan menyeluruh, 
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan bebas dari 
diskriminasi. 

Indonesia melakukan pembangunan nasional berskala besar 
untuk meningkatkan daya saingnya sebagai negara berkembang. 
Saat ini, pemerintah menekankan pengembangan fasilitas industri 
sebagai salah satu prioritas utama dalam upaya pembangunan. 
Sektor industri khususnya dibidang konstruksi mengalami 
kemajuan pesat. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya pembangunan 
infrastruktur yang terjadi diberbagai daerah. Karena penyediaan 
infrastruktur dan peralatan fisik dapat mendorong pertumbuhan 
sektor ekonomi lainnya, sektor konstruksi juga memainkan peran 
penting dalam sistem pembangunan ekonomi. Namun, proses 

https://surabaya.proxsisgroup.com/
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pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari berbagai risiko, 
terutama yang berkaitan dengan keselamatan pekerja. Sektor 
konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja tertinggi. Menurut data 
Kementerian Pekerjaan Umum jumlah kecelakaan kerja disektor 
konstruksi dan manufaktur mencapai 32%, diikuti transportasi 
(9%), dan kehutanan (4%) dan pertambangan (2%). 

Dibandingkan dengan industri lain, konstruksi adalah yang 
paling rentan terhadap bahaya. Menurut Laporan (M. Y. Rafiq, 
2012), industri konstruksi menempati posisi ke dua dalam 
kecelakaan kerja; kerugian yang dilaporkan mencapai 3 - 6% dari 
biaya total proyek konstruksi.  

Pembangunan dibidang konstruksi sangat tergantung pada 
peran dan kontribusi tenaga kerja dalam membangun cita-cita 
bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja diartikan sebagai seseorang 
yang memiliki keterampilan untuk memproduksi barang atau jasa, 
baik untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat. 

Karena kecelakaan kerja dapat terjadi kapan saja, maka 
perusahaan harus memberikan perhatian khusus pada penerapan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi karyawannya. 
Kecelakaan kerja dapat menyebabkan cedera hingga kerusakan 
material dan peralatan. Kecelakaan yang menyebabkan cedera fisik 
harus diperhatikan dengan lebih serius. Survei yang dilakukan oleh 
National Safety Council menunjukkan bahwa perilaku yang tidak 
aman menyumbang 88% kecelakaan kerja, yang seringkali 
disebabkan oleh tingkat kesadaran dan kepercayaan pekerja, 
terutama mereka yang belum pernah mengalami kecelakaan 
sebelumnya. Selain itu, pengabaian aturan dan prosedur 
keselamatan kerja menyebabkan penurunan tingkat kepedulian. 

Kondisi tempat kerja yang tidak aman atau tidak mendukung 
dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Beberapa hal yang sering 
menjadi penyebabnya termasuk penggunaan peralatan yang tidak 
layak, kelengkapan alat pelindung yang tidak sesuai standar, dan 
kondisi lainnya. Faktor manusia masih menjadi faktor utama dalam 
kecelakaan di tempat kerja, seperti yang ditunjukkan oleh kedua 
elemen tersebut. 
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Segala aspek yang berkaitan dengan kesehatan dan 
keselamatan pekerja termasuk lingkungan kerja, peralatan, mesin, 
lokasi, dan pekerja itu sendiri. Tanggung jawab utama dalam 
keselamatan kerja meliputi identifikasi, pencegahan, dan 
pengelolaan bahaya kerja, kecelakaan, penyakit akibat kerja, cedera, 
dan ancaman lainnya yang terkait dengan tempat kerja. 

Dibutuhkan sistem manajemen yang baik untuk memastikan 
kesehatan dan keselamatan kerja karena penerapan keselamatan 
kerja bertujuan untuk mencegah berbagai risiko, termasuk cedera, 
kecacatan, kematian, serta kerusakan pada properti, peralatan, 
mesin, atau lingkungan. 

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) harus diprioritaskan 
setara dengan pengelolaan bagian bisnis lainnya, Aspek-aspek 
seperti operasional, produksi, logistik, sumber daya manusia, 
keuangan, dan pemasaran saling berkaitan. Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) tidak dapat berfungsi secara mandiri tanpa 
dukungan serta perencanaan manajemen yang terstruktur dengan 
baik.. Para ahli K3 telah berusaha meyakinkan para pemangku 
kepentingan, terutama manajemen organisasi, untuk 
menyelaraskan komponen K3 dengan komponen lainnya dalam 
struktur organisasi sejak awal 1980-an. Setelah itu, berbagai ide 
tentang manajemen kesehatan dan keselamatan kerja muncul. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 
Tahun 1996, Sistem Manajemen K3 merupakan bagian krusial 
dalam struktur suatu organisasi. Sistem ini mencakup berbagai 
sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung elemen-elemen 
seperti struktur organisasi, perencanaan, tugas dan tanggung jawab, 
pelaksanaan, prosedur, serta proses kerja. Tujuan sistem ini adalah 
untuk meningkatkan keselamatan kerja, meningkatkan kinerja, 
melakukan evaluasi, dan menjaga kebijakan kesehatan dalam 
mengelola dan mengendalikan risiko terkai. Tujuannya adalah 
untuk membuat tempat kerja menjadi tempat yang aman, efektif, 
dan produktif. 

Sebaliknya, tanggung jawab nasional untuk melindungi 
seluruh warga negara terletak pada upaya pemerintah untuk 
memastikan K3. Karena setiap orang di Indonesia memiliki hak atas 
perlindungan keselamatan termasuk karyawan maka pemerintah 
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Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur dan menjamin 
keselamatan dan kesehatan karyawan. Walaupun kebijakan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia telah sejalan 
dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970, 
masalah dalam menerapkan K3 masih menjadi masalah besar. Ini 
karena jumlah kecelakaan kerja yang terus meningkat. 

Kondisi kecelakaan kerja masih menjadi masalah besar di 
seluruh dunia. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) 
melaporkan bahwa lebih dari 2,78 juta orang meninggal akibat 
kecelakaan kerja dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan 
setiap tahun. Selain itu, terjadi sekitar 374 juta kasus cedera dan 
penyakit non-fatal setiap tahun. 

Hingga saat ini, belum ada undang-undang baru yang 
diterbitkan, meskipun ada peraturan tambahan yang direncanakan. 
Akibatnya, beberapa ketentuan yang masih digunakan saat ini 
berasal dari Hindia Belanda dan digunakan sebagai referensi saat 
menetapkan persyaratan kerja. Menurut Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pengusaha wajib 
memperhatikan dan memenuhi standar keselamatan kerja dalam 
setiap kegiatan operasional. 
 

2.2 Landasan Hukum Dan Peraturan Terkait 
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Indonesia 

 
Gambar 2.2. Landasan hukum K3 di indonesia 

Sumber: Website https://fahum.umsu.ac.id/ 
 

Landasan hukum memberikan perlindungan kepada 
masyarakat dan karyawan oleh pemerintah, yang harus 
diterapkan oleh semua perusahaan. Untuk melaksanakan 

https://fahum.umsu.ac.id/
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keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) berikut peraturan yang 
digunakan, yaitu: 

 
2.2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1970 Tentang Keselamatan Kerja 
Peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja 

memainkan peran penting dalam melindungi hak dan kewajiban 
tenaga kerja. Peraturan ini juga menyediakan kerangka kerja 
guna meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan di 
tempat kerja, dengan tujuan meminimalkan risiko kecelakaan 
kerja serta penyebaran penyakit.  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 
Keselamatan Kerja serta Peraturan Menteri Nomor 
PER.01/MEN/1981 mengenai Pencegahan Penyakit Akibat 
Kerja mengatur aspek keselamatan dan kesehatan kerja di 
Indonesia. 

Pasal 3 Ayat 1 menjelaskan berbagai persyaratan 
keselamatan kerja yang meliputi: 
1. Mengurangi risiko kecelakaan kerja; 
2. Mencegah, mengurangi; 
3. Menangani kebakaran untuk mengurangi bahaya ledakan; 
4. Menyediakan rute evakuasi atau alat penyelamatan diri 

dalam situasi berbahaya seperti kebakaran; 
5. Menyediakan bantuan darurat kepada korban kecelakaan 

kerja; 
6. Menyediakan pekerja dengan perlengkapan pelindung diri; 
7. Mencegah dan mengontrol berbagai komponen lingkungan 

kerja seperti suhu, kelembaban, debu, polusi, asap, uap, gas, 
angin, radiasi, kebisingan, dan getaran; 

8. Mengurangi dan menghindari penyakit fisik dan mental 
akibat kerja, seperti keracunan, infeksi, dan penyebaran 
penyakit; 

9. Menyediakan pencahayaan yang memadai dan tepat waktu; 
10. Mengatur kelembaban dan suhu udara agar tetap ideal; 
11. Menyediakan sistem ventilasi yang memadai untuk sirkulasi 

udara yang baik; 
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12. Menjaga keteraturan, kebersihan, dan kesehatan ditempat 
kerja; 

13. Membuat pekerja, peralatan, lingkungan, metode, dan 
proses kerja yang selaras; 

14. Menjamin keamanan dan kelancaran dalam transportasi 
orang, hewan, tanaman, dan barang; 

15. Melindungi dan menjaga berbagai jenis struktur agar aman; 
16. Memastikan keamanan dan kelancaran dalam proses 

bongkar muat, penanganan, dan penyimpanan barang; 
17. Menghindari risiko terpapar arus listrik berbahaya; 
18. Mengubah dan meningkatkan prosedur keselamatan untuk 

tempat kerja yang memiliki risiko kecelakaan yang lebih 
tinggi. 

 
Menurut Pasal 9, pengusaha diharuskan untuk 

memberikan penjelasan dan memperkenalkan kepada setiap 
karyawan baru tentang: 
1. Potensi bahaya dan situasi risiko yang mungkin terjadi di 

tempat kerja; 
2. Peralatan perlindungan dan sistem keamanan yang 

diperlukan tersedia di tempat kerja; 
3. Perlengkapan pelindung diri yang harus digunakan oleh 

karyawan yang berhubungan; 
4. Prosedur dan perilaku kerja yang aman selama menjalankan 

tanggung jawabnya. 
 
Pasal 12 mengatur mengenai kewajiban dan hak yang dimiliki 

oleh tenaga kerja, yaitu: 
1. Jika diminta oleh petugas pengawas atau pihak terkait 

keselamatan kerja, berikan informasi yang akurat; 
2. Selama bekerja, gunakan perlengkapan pelindung diri yang 

diwajibkan; 
3. Mematuhi dan memenuhi semua peraturan yang berlaku 

tentang keselamatan dan kesehatan kerja; 
4. Meminta pengelola tempat kerja untuk menerapkan semua 

peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang 
diwajibkan; 
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5. Mengajukan keberatan terhadap pekerjaan yang tidak 
memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja atau 
jika kelengkapan pelindung diri diragukan keamanannya, 
kecuali dalam situasi tertentu yang telah ditetapkan oleh 
pengawas dalam batas yang masih dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
Pasal 14 mengharuskan pengurus untuk memiliki 

kewajiban, sebagai berikut: 
1. Sesuai dengan petunjuk dari pegawai pengawas atau ahli 

keselamatan kerja, pengurus harus memajang secara 
tertulis semua persyaratan keselamatan kerja yang 
diwajibkan, termasuk undang-undang ini dan peraturan 
pelaksanaannya yang berlaku, di tempat kerja yang 
dipimpinnya; 

2. Sesuai dengan petunjuk dari ahli keselamatan kerja atau 
pegawai pengawas, pengurus juga harus memasang gambar 
keselamatan kerja yang diwajibkan dan materi pembinaan 
lainnya di tempat kerja yang dipimpinnya di tempat yang 
mudah dilihat; 

3. Pengurus diwajibkan untuk memberikan tenaga kerja yang 
berada di bawah pimpinannya alat perlindungan diri tanpa 
biaya, dan juga memberikan petunjuk yang diperlukan 
sesuai dengan arahan pengawas atau ahli keselamatan 
kerja. 

 
2.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2023 Tentang Kesehatan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 

menjadi dasar hukum yang komprehensif dalam mengatur 
berbagai aspek sistem kesehatan di Indonesia. Regulasi ini 
mencakup informasi penting terkait penyelenggaraan dan upaya 
kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, tenaga medis, 
penyediaan perbekalan medis, ketahanan farmasi dan alat 
kesehatan, teknologi kesehatan, serta sistem informasi 
kesehatan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur 
pembinaan, pengawasan, dan penyelidikan di sektor kesehatan. 
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Aspek lain yang diatur meliputi pendanaan kesehatan, 
koordinasi dan harmonisasi dalam penguatan sistem kesehatan, 
serta respons terhadap kejadian luar biasa dan wabah. Adapun 
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tata Kelola Sistem Informasi Kesehatan 

Menurut Pasal 346 Undang-Undang, pengelola Sistem 
Informasi Kesehatan, baik di tingkat pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, maupun 
masyarakat, diharuskan untuk mengelola sistem tersebut 
dengan prinsip tata kelola yang mendukung layanan kesehatan. 
Pengelolaan ini harus dilakukan sesuai dengan arsitektur 
Sistem Informasi Kesehatan untuk memastikan kualitas dan 
keandalan sistem yang digunakan. 

Untuk menjamin keandalan Sistem Informasi Kesehatan, 
Pasal 347 mewajibkan penyelenggara untuk memastikan 
bahwa sistem yang tersedia aman, dirawat dengan baik, dan 
terintegrasi secara efektif. Sangat penting untuk melakukan 
hal-hal berikut: melakukan uji kelayakan sistem, menjaga 
kerahasiaan data, menetapkan kebijakan terkait hak akses 
informasi, mendapatkan sertifikasi yang memastikan 
keandalan sistem, dan melakukan audit rutin. 

Selain itu, Pasal 348 mewajibkan pengelola Sistem 
Informasi Kesehatan untuk menyediakan informasi 
kesehatan yang akurat dan berkualitas. Selain itu, mereka 
harus memungkinkan masyarakat untuk mengakses data, 
baik publik maupun pribadi. Selama pengelolaan dan 
pemrosesan informasi kesehatan ini, semua ketentuan 
hukum yang berlaku harus dipatuhi. 

2. Rancangan atau Kerangka Kerja Sistem Informasi Kesehatan 
Menurut undang-undang, pedoman yang ditetapkan oleh 

Menteri Kesehatan harus digunakan dalam desain Sistem 
Informasi Kesehatan yang diterapkan oleh penyelenggara. 
Menurut Pasal 346, ayat (3), rancangan ini harus dibuat 
sebagai dasar utama. Hal ini harus mencakup deskripsi 
mengenai proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, 
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aplikasi, keamanan, serta layanan yang terintegrasi secara 
nasional. 

Perancangan, pengumpulan, pengarsipan, verifikasi, 
pengiriman, penggunaan, dan penghapusan adalah semua 
proses yang diharuskan penyelenggara Sistem Informasi 
Kesehatan menurut Pasal 349. 

Selain itu, Pasal 345 ayat (3) menetapkan bahwa 
pengelola Sistem Informasi Kesehatan harus 
menghubungkan sistem mereka dengan Sistem Informasi 
Kesehatan Nasional. Integrasi ini bertujuan untuk menjamin 
bahwa data dapat dikelola dengan baik dan informasi 
kesehatan tersedia dan terhubung secara nasional, serta 
untuk membantu proses perumusan kebijakan dan 
pengambilan keputusan di sektor kesehatan. 

3. Perlindungan Terhadap Data dan Informasi Kesehatan 
Perlindungan data kesehatan sangat penting, menurut 

undang-undang ini. Menurut Pasal 351, pengelola Sistem 
Informasi Kesehatan harus memastikan keamanan dan 
kerahasiaan data kesehatan setiap orang. Hanya dengan 
persetujuan pemilik data atau ketentuan hukum yang berlaku 
proses pemrosesan data yang melibatkan informasi pribadi 
dapat dilakukan. 

Selain itu, undang-undang ini memberikan banyak hak 
kepada pemilik data, termasuk hak untuk mengetahui 
tujuan pengumpulan data, memiliki akses ke dan mengubah 
data mereka, meminta agar data ditransfer ke 
penyelenggara lain, menghapus data yang tidak sesuai, dan 
hak lain yang diberikan kepada subjek data pribadi sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

4. Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah 
Dalam undang-undang ini, pemerintah pusat dan daerah 

diberi tugas untuk mengelola dan merancang arsitektur Sistem 
Informasi Kesehatan. Kementerian Kesehatan, sebagai 
perwakilan pemerintah pusat, bertanggung jawab untuk 
menyusun pedoman arsitektur sistem, menetapkan standar 
dan kriteria yang sesuai, dan melakukan pembinaan dan 
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pengawasan terhadap implementasi Sistem Informasi 
Kesehatan. 

Selain itu, sistem informasi kesehatan nasional 
dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat, pemerintah 
daerah, serta fasilitas pelayanan kesehatan [Pasal 345 ayat 
(3) UU No. 17 Tahun 2023]. Upaya ini bertujuan untuk 
menjamin bahwa data dan informasi kesehatan yang akurat, 
terintegrasi, dan mudah diakses di seluruh wilayah Indones. 

Sebaliknya, pemerintah daerah harus mengelola Sistem 
Informasi Kesehatan di daerah mereka dengan mengikuti 
peraturan, standar, prosedur, dan standar yang ditetapkan 
oleh pemerintah pusat. Selain itu, mereka harus 
menggunakan sistem informasi pendanaan kesehatan yang 
terhubung dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional 
untuk menyampaikan laporan tahunan tentang pencapaian 
dan realisasi anggaran kesehatan. Pasal 402 (4) UU Nomor 
17 Tahun 2023. 

 
2.2.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan 
Secara umum, Undang-Undang Ketenagakerjaan berperan 

sebagai landasan dalam mengatur hubungan antara pekerja dan 
pemberi kerja, sehingga aktivitas bisnis dapat berlangsung secara 
adil dan saling menguntungkan. Dalam penerapannya, undang-
undang ini telah mengalami beberapa revisi dan penyesuaian guna 
menyesuaikan dengan dinamika industri dan perubahan kondisi. 
Selain itu, peraturan wajib juga dijadikan acuan dalam menetapkan 
hak serta kewajiban masing-masing pihak. 

Pada prinsipnya, hak-hak perusahaan diatur dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan, terutama dalam UU Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mencakup beberapa ketentuan 
mengenai hak perusahaan sebagai berikut: 
1. Perusahaan memiliki hak atas pekerjaan karyawan. 
2. Perusahaan berhak atas hasil kerja karyawannya. 

Perusahaan juga berhak memberikan perintah atau 
mengatur karyawan untuk mencapai tujuan ditetapkan.  
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3. Selain itu, perusahaan berhak memutusan hubungan kerja 
karyawan tersebut. 

 
Ketiga poin di atas merupakan hak yang dimiliki oleh 

perusahaan. Regulasi yang berlaku memberikan penjelasan lebih 
lanjut tentang setiap poin. Dan juga, undang-undang tersebut 
memberikan hak-hak kepada pekerja. Ketentuan dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa karyawan 
setidaknya berhak atas hak-hak, berikut: 
1. Bergabung Bersama Serikat Tenaga Kerja 

Peraturan ini menjamin hak setiap pekerja untuk 
bergabung dengan serikat pekerja. Mereka juga memiliki 
kebebasan dalam mengembangkan karir sesuai dengan 
minat dan bakat mereka. Selain itu, perusahaan berhak 
memberikan perlindungan kepada karyawan terkait 
keselamatan, kesehatan, moralitas, kesusilaan, serta 
perlakuan yang menghormati martabat mereka, dengan 
berpedoman pada norma dan nilai-nilai agama serta 
kemanusiaan. 

Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 104 UU Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Serikat Pekerja serta UU Nomor 21 
Tahun 2000 yang mengatur mengenai serikat pekerja. 

2. Perlindungan Sosial dan Keselamatan serta Kesehatan Kerja  
Sebagai pemilik usaha atau pemberi kerja, memiliki 

tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap karyawan 
terdaftar sebagai peserta BPJS guna memenuhi hak mereka 
atas jaminan sosial dan kesehatan. Jaminan sosial ini 
mencakup perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, 
kematian, hari tua, serta pemeliharaan kesehatan. 

Berbagai peraturan telah mengatur hak karyawan atas 
jaminan sosial dan kesejahteraan kesehatan, di antaranya 
Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, 
UU Nomor 03 Tahun 1992, UU Nomor 01 Tahun 1970, 
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993, Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, serta Peraturan Menteri 
Nomor 4 Tahun 1993 dan Nomor 1 Tahun 1998. 
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3. Mendapatkan Penghasilan Yang Adil 
Ketentuan ini diatur dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, termasuk Permen Nomor 1 Tahun 1999 
Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 
Peraturan Pemerintah Tahun 1981, Peraturan Menteri Nomor 
01 Tahun 1999, serta regulasi terbaru, yakni Permenaker 
Nomor 1 Tahun 2017. 

4. Menyusun Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan 
menetapkan berbagai hak yang dimiliki oleh pekerja atau 
karyawan. Sebagai anggota serikat pekerja, karyawan 
berhak menyusun Perjanjian Kerja melalui proses 
musyawarah. 

5. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Keputusan PHK 
yang Tidak Adil 

Ketentuan mengenai hak ini tercantum dalam Surat 
Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE 907/Men.PHI-
PPHI/X/2004. Dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK) yang tidak adil, pekerja berhak mendapatkan 
perlindungan serta bantuan dari pemerintah melalui Dinas 
Tenaga Kerja. 

6. Hak Karyawan Perempuan Meliputi Cuti Saat Menstruasi 
(PMS) dan Cuti Kehamilan 

Dengan beberapa ketentuan, Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 memberi karyawan perempuan berbagai 
hak. Ada larangan bagi pengusaha atau perusahaan menurut 
Pasal 76 Ayat 2 untuk mempekerjakan perempuan hamil 
dalam posisi yang dapat membahayakan kesehatannya atau 
janinnya. Sementara itu, Ayat 2 Pasal 82 memberikan hak 
cuti kepada pekerja perempuan yang mengalami keguguran. 

Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 
menetapkan hak bagi karyawan perempuan untuk 
menyusui, sementara Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 mengatur hak cuti bagi karyawan perempuan 
selama masa menstruasi. 
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7. Pengaturan Durasi Kerja, Waktu Istirahat, Cuti, dan Hari 
Libur 

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang 
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan 
memiliki kewajiban untuk menyediakan waktu istirahat dan 
cuti bagi karyawannya. Sebagai contoh, setelah empat jam 
kerja tanpa jeda, pekerja berhak mendapatkan waktu 
istirahat setidaknya 30 menit. 

Pemahaman tentang hak-hak tersebut memungkinkan 
perusahaan dan karyawan untuk mengambil tindakan strategis 
dalam pengambilan keputusan bersama. Misalnya, kedua belah 
pihak dapat berunding dan berbicara secara adil dan 
transparan tentang hak-hak karyawan terkait cuti dan libur. 

 
2.2.4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 26 Tahun 

2014 Mengenai Penyelenggaraan Penilaian Penerapan 
Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 
(K3) 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 

menetapkan prosedur untuk mengevaluasi keberhasilan 
implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(SMK3) di organisasi. Berbagai elemen termasuk dalam peraturan 
ini, termasuk dasar hukum, definisi penting, ketentuan utama, 
pelaksanaan audit, kewajiban auditor, dan proses pencabutan 
penunjukan auditor. 

SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan 
yang dirancang untuk mengelola risiko terkait aktivitas kerja. 
Penerapan sistem ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan 
kerja yang lebih aman serta meningkatkan efisiensi dalam 
operasional perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki lebih dari 100 orang atau 
bekerja dalam lingkungan kerja dengan risiko tinggi harus 
menerapkan SMK3 secara terpadu dengan sistem manajemen 
yang sudah ada. Audit SMK3 harus dilakukan secara berkala 
untuk memastikan bahwa itu efektif. 
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2.2.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: 
PER.03/MEN/1998 Tentang Prosedur Pelaporan Dan 
Pemeriksaan Kecelakaan Kerja 
Proses pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja diatur 

oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 
03/MEN/1998, yang mencakup beberapa poin penting seperti: 
1. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diantisipasi 

atau terjadi secara tiba-tiba yang dapat menyebabkan 
cedera, kematian, atau kerusakan property; 

2. Kewajiban Pelaporan: Pemimpin perusahaan harus 
melaporkan kecelakaan kerja kepada Departemen 
Ketenagakerjaan setempat dalam waktu maksimal 24 jam 
(atau dua kali sehari); 

3. Pelaporan awal dapat dilakukan secara lisan sebelum 
laporan tertulis dikirim; 

4. Tindak lanjut laporan: Kepala Kantor Departemen 
Ketenagakerjaan akan menugaskan pengawas 
ketenagakerjaan untuk melakukan investigasi dan analisis 
laporan kecelakaan kerja setelah menerima laporan 
tersebut. 

 
Selain Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

03/MEN/1998, Departemen Ketenagakerjaan Republik 
Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal 
Pembinaan Hubungan Industri dan Pengawasan 
Ketenagakerjaan Nomor: Kep. 84/BW/1998. Keputusan ini 
membantu dalam analisis statistik kecelakaan kerja dan 
membantu mengisi formulir laporan. 
 
2.2.6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 

2016 Tentang Dewan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 
Hal-hal berikut diatur dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (DK3), yaitu: 
1. Pembentukan DK3: Tujuannya adalah untuk memberikan 

dukungan kepada kebijakan pemerintah tentang 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 
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2. Struktur dan tugas DK3: mencakup komposisi anggota dan 
tugas yang harus dilakukan oleh DK3. 

3. Pengurus DK3 diangkat dan diberhentikan. Ini termasuk 
ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota komisi. 

4. Rapat DK3: Harus dilakukan setidaknya sekali setiap tiga 
bulan. 

5. Pendanaan DK3 berasal dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). 

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
KEP.125/MEN/1982 dicabut. 

 
Permenaker Nomor 18 Tahun 2016 disahkan pada 10 Mei 

2016 di Jakarta, diundangkan pada 11 Mei 2016, dan mulai berlaku 
pada 11 Mei 2016. 
 
2.2.7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 

Tahun 2012 Menetapkan Peraturan Tentang Sistem 
Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3). 
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengatur 

penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(SMK3) sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan. SMK3 
bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, 
efisien, dan produktif dengan mengendalikan risiko yang mungkin 
timbul dalam aktivitas di tempat kerja. 

Untuk memastikan kebijakan keselamatan dan kesehatan 
kerja dapat diterapkan secara optimal, diperlukan pengembangan 
keterampilan serta mekanisme pendukung yang mendukung 
pencapaian tujuan, kebijakan, dan sasaran K3. 

Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(SMK3) dilakukan dengan menggunakan standar seperti: 
1. Pengembangan dan pemeliharaan komitmen terhadap 

penerapan K3;  
2. Penyusunan dan dokumentasi rencana kerja K3;  
3. Pengawasan proses perancangan dan peninjauan kontrak;  
4. Pengawasan dokumen;  
5. Pengawasan proses pembelian dan mutu produk;  
6. Pelaksanaan keamanan kerja sesuai dengan prinsip SMK3; 
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7. Standar prosedur untuk kegiatan pemantauan; 
8. Pelaporan hasil audit dan upaya untuk memperbaiki 

kesalahan; 
9. Pengelolaan material dan pengaturan perpindahan; 
10. Pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data untuk proses 

pengambilan keputusan; 
11. Penilaian SMK3; 
12. Untuk pengembangan kemampuan dan keterampilan. 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 menetapkan 

tiga tingkat penilaian untuk pelaksanaan Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Tingkat-tingkat tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. Evaluasi tahap awal, yang mengevaluasi pelaksanaan SMK3 

dengan 64 indikator;  
2. Evaluasi tahap transisi, yang mengevaluasi penerapan SMK3 

dengan 122 kriteria; 
3. Evaluasi tahap lanjutan, yang mengevaluasi kepatuhan 

terhadap SMK3 dengan 166 aspek penilaian. 
 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 
2012, hasil penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (SMK3) diklasifikasikan ke dalam kategori 
berikut: 
1. Kurang adalah ketika tingkat pencapaian berada di antara 0 

dan 59 persen; 
2. Baik adalah ketika tingkat pencapaian berada di antara 60 

dan 84 persen; 
3. Memuaskan adalah ketika tingkat pencapaian berada di 

antara 85 dan 100 persen. 
 

2.2.8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: 
PER.02/MEN/1992 Tentang Prosedur Penunjukan, 
Kewajiban, Dan Wewenang Ahli Keselamatan Dan 
Kesehatan Kerja (K3) 
Penunjukan, tanggung jawab, dan wewenang Ahli 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3) diatur oleh Peraturan 
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Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor PER-
02/MEN/1992. Beberapa poin penting yang diatur oleh aturan ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Kewajiban Ahli K3, sebagai berikut: 

a. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

b. Menyampaikan laporan kepada Menteri 
Ketenagakerjaan atau pihak berwenang mengenai hasil 
pelaksanaan tugas; 

c. Menjaga informasi pribadi yang terkait dengan 
perusahaan atau institusi yang dia peroleh selama 
pekerjaannya. 

2. Persyaratan untuk ditunjuk sebagai Ahli K3 Umum (AK3U), 
adalah sebagai berikut: 
a. Memiliki tingkat pendidikan minimal sarjana, sarjana 

muda, atau yang setara;  
b. Sarjana dengan minimal dua tahun pengalaman kerja di 

bidang keahlian; 
c. Sarjana muda atau diploma dengan pengalaman kerja 

empat tahun di bidang keahlian. 
 

Ahli K3 bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 
lingkungan kerja dan aktivitas kerja di tempat kerja aman dan sehat. 
 
2.2.9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja 
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian melengkapi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 
2019 yang mengatur tentang Penyakit Akibat Kerja. 

Menurut Pasal 1 Perpres Nomor 7 Tahun 2019, penyakit 
akibat kerja adalah kondisi kesehatan yang dipengaruhi oleh 
aktivitas pekerjaan atau faktor lingkungan di tempat kerja. Meski 
demikian, peserta yang mengalami kecelakaan atau penyakit akibat 
lingkungan kerja berhak menerima manfaat Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK) dalam bentuk santunan tunai serta layanan medis. 
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Pasal 2 Perpres Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Penyakit 
Akibat Kerja mencakup beberapa aspek berikut: 
1. Selama hubungan kerja telah berakhir, pekerja yang 

didiagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan 
surat keterangan dokter tetap berhak atas manfaat Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK); 

2. Jika penyakit akibat kerja muncul dalam kurun waktu tiga 
tahun setelah hubungan kerja berakhir, manfaat JKK tetap 
dapat diperoleh. 

3. Penyakit yang dimaksud pada ayat (1) termasuk:  
a. Penyakit yang disebabkan oleh paparan faktor dari 

kegiatan kerja; 
b. Penyakit yang dikategorikan menurut organ tubuh yang 

terkena dampak; 
c. Kanker yang disebabkan oleh pekerjaan; 
d. Penyakit tambahan. 

4. Lampiran, yang merupakan bagian integral dari Peraturan 
Presiden ini, mencantumkan jenis penyakit akibat kerja 
yang disebutkan pada ayat (3). 

Menurut Pasal 3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 
Tahun 2019, diagnosis penyakit akibat kerja sebagaimana 
disebutkan dalam ayat (1) Pasal 2 harus didasarkan pada surat 
keterangan dari dokter. Diagnosis dapat dilakukan dengan cara 
berikut: 
1. Dokter umum; 
2. Dokter spesialis yang mampu menangani masalah 

kesehatan kerja. 
 

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Penyakit Akibat Kerja, Pasal 4 menyatakan: 
1. Penyakit akibat kerja yang tidak tercantum dalam lampiran 

Pasal 2 ayat (4) harus terkait langsung dengan paparan 
yang dialami oleh pekerja; 

2. Penyakit yang disebutkan dalam ayat (1) harus dibuktikan 
secara ilmiah dengan metode yang sesuai; 
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3. Proses pembuktian harus dilakukan oleh dokter atau dokter 
spesialis yang memiliki keahlian di bidang kesehatan kerja, 
seperti yang dinyatakan dalam ayat (2); 

4. Presiden akan menetapkan jenis penyakit akibat kerja 
sebagaimana disebutkan dalam ayat (1). 

 
Pasal 5 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Penyakit Akibat Kerja mengatur, yaitu: 
1. Untuk tujuan pendataan nasional, penyakit akibat kerja 

harus dicatat dan dilaporkan; 
2. Pemberi kerja, fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menangani penyakit akibat kerja, serta instansi pusat dan 
daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
dan kesehatan wajib melakukan pencatatan serta pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

3. Pencatatan dan pelaporan yang disebutkan dalam ayat (2) 
harus dilakukan sesuai dengan peraturan sistem pelayanan 
kesehatan yang berlaku. 

 
Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 

Tahun 2019, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang 
Penyakit yang Berkaitan dengan Hubungan Kerja secara resmi 
dicabut dan tidak lagi berlaku. 
 

2.3 Perlindungan Tenaga Kerja Sesuai Hukum 
Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) 

 
Gambar 2.3. Tenaga Kerja 

Sumber: Website https://agniakhassaarkananta.com/ 

https://agniakhassaarkananta.com/
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Pekerja juga dikenal sebagai buruh adalah inti dari sebuah 
perusahaan, dan oleh karena itu merupakan komponen utama yang 
harus mendapatkan perhatian khusus termasuk kompensasi yang 
adil. Keselamatan dan kesejahteraan pekerja harus menjadi 
prioritas utama perusahaan, bukan hanya memenuhi upah atau 
kompensasi yang wajib. 

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, terutama 
dalam bidang ketenagakerjaan, merupakan tanggung jawab 
negara sebagai pengendali kekuasaan. Terdapat tiga jenis utama 
perlindungan hukum, yaitu: 
1. Perlindungan Teknis: Perlindungan ini disebut Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3), yang bertujuan melindungi 
tenaga kerja dari risiko kecelakaan akibat penggunaan 
mesin, peralatan kerja, atau bahan yang diproses, termasuk 
pekerjaan yang dilakukan di rumah; 

2. Perlindungan Sosial: Perlindungan ini bertujuan untuk 
memastikan bahwa pekerja dapat mempertahankan serta 
meningkatkan kualitas hidup mereka dalam lingkungan 
sosial. Selain itu, aspek kesehatan kerja juga diperhatikan 
guna mendukung kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari 
masyarakat; 

3. Perlindungan Ekonomis: Tujuan dari perlindungan ini 
adalah untuk memastikan bahwa karyawan menerima 
pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 
mereka dan keluarganya. Perlindungan ini juga mencakup 
situasi di mana karyawan tidak dapat bekerja karena hal-hal 
yang tidak dapat mereka kontrol. 

 
Ketiga jenis perlindungan tersebut termasuk dalam program 

Jamsostek. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan 
perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat 
Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Selain itu, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, 
sebagai negara hukum, setiap bentuk perlindungan yang diberikan 
oleh pemerintah kepada rakyatnya harus didasarkan pada 
ketentuan hukum yang jelas. 
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Setiap individu berhak mendapatkan pekerjaan tanpa adanya 
diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, agama, atau 
pandangan politik, sebagaimana dilindungi oleh hukum. Selain itu, 
sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha 
atau pemilik usaha berkewajiban untuk memenuhi hak-hak 
karyawan secara adil tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hak-hak tenaga kerja 
akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian berikut. 
1. Pasal 11 menjamin hak tenaga kerja untuk memperoleh dan 

mengembangkan kompetensi; 
2. Pasal 12 ayat 3 mengatur hak tenaga kerja untuk mengikuti 

atau mendapatkan pelatihan;  
3. Pasal 31 juncto Pasal 88 menetapkan hak tenaga kerja 

untuk memilih jenis pekerjaan dan mendapatkan 
penghasilan, baik di dalam maupun di luar negeri; 

4. Pasal 86 ayat (1) mengatur hak pekerja atas kesehatan dan 
keselamatan kerja; 

5. Pasal 99 ayat (1) mengatur hak pekerja dan keluarganya 
untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek); 

6. Pasal 104 ayat (1) mengatur hak pekerja untuk membentuk, 
bergabung, atau menjadi anggota serikat kerja atau buruh. 

 
Ruang lingkup perlindungan bagi pekerja mencakup hal-hal 

berikut, menurut ketentuan dalam Undang-Undang 
Ketenagakerjaan: 
1. Hak dasar buruh dan pekerja untuk berbicara dan 

bernegosiasi dengan pengusaha; 
2. Keselamatan dan kesehatan kerja untuk menjaga tempat 

kerja yang aman dan sehat; 
3. Perlindungan khusus untuk kelompok pekerja tertentu, 

seperti pekerja perempuan, anak-anak, dan penyandang 
disabilitas; 

4. Perlindungan mencakup upah, kesejahteraan, dan jaminan 
sosial tenaga kerja untuk membantu pekerja dan 
keluarganya bertahan hidup. 
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Menurut Imam Soepomo, perlindungan hukum bagi pekerja 
mencakup lima aspek utama, yaitu: 
1. Pengelolaan dan penempatan tenaga kerja, yang mencakup 

tata cara perekrutan dan penempatan karyawan sesuai 
kebutuhan; 

2. Hubungan kerja, yang mengatur hak dan kewajiban antara 
pekerja dan pemberi kerja; 

3. Kesehatan kerja, yang bertujuan memastikan kondisi fisik 
dan mental pekerja tetap terjaga selama bekerja; 

4. Keamanan kerja, yang meliputi upaya untuk melindungi 
pekerja dari risiko kecelakaan di tempat kerja; 

5. Jaminan sosial bagi pekerja, yang memberikan perlindungan 
terhadap risiko sosial seperti sakit, kecelakaan, atau 
pensiun. 
 

Ada dua aspek utama perlindungan pekerja: perlindungan 
melalui kewenangan pengusaha dan perlindungan melalui 
intervensi pemerintah. Jika peraturan perundang-undangan di 
bidang ketenagakerjaan yang mewajibkan pengusaha untuk 
bertindak sesuai aturan tersebut benar-benar diterapkan oleh 
semua pihak terkait, maka pengusaha atau majikan akan memiliki 
perlindungan hukum. Ini karena keberlakuan hukum harus dinilai 
dari sudut pandang sosiologis dan filosofis, bukan hanya dari sudut 
pandang yuridis. Secara sederhana, konsep perlindungan hukum 
bagi pekerja di Indonesia berakar pada upaya melindungi martabat 
dan harkat pekerja serta hak asasi manusia mereka. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengatur perlindungan 
yang diberikan kepada karyawan jika terjadi kecelakaan kerja. 
Pasal 6 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa BPJS 
Ketenagakerjaan melaksanakan berbagai program jaminan, 
seperti yang tercantum di bawah ini, yaitu: 
1. Pekerja memiliki beberapa jaminan: Jaminan Kecelakaan 

Kerja, yang melindungi mereka dari kecelakaan saat mereka 
bekerja; 

2. Jaminan Hari Tua, yang menjaga mereka sehat setelah 
mereka memasuki usia pensiun;  
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3. Jaminan Pensiun, yang memberikan uang saat mereka 
pensiun; 

4. Jaminan Kematian, yang memberikan uang kepada ahli 
waris pekerja yang meninggal dunia. 

 
Bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) didirikan dengan prinsip 
kemandirian dan penghormatan terhadap martabat manusia 
dalam menghadapi risiko sosial dan ekonomi. BPJS bertanggung 
jawab untuk mengelola program jaminan sosial di Indonesia. 

Pada tahun 2011, disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan 
peraturan ini, PT Jamsostek secara resmi berubah nama menjadi 
BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. Selanjutnya, mulai 1 Juli 
2015, BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan jaminan hari tua, 
pensiun, dan kematian. (Mustika Pamungkas, 2022). 
 

2.4 Rangkuman Materi 
Di Indonesia, berbagai regulasi telah disusun untuk 

melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja 
(K3). Sejarah peraturan K3 di Indonesia berawal sejak masa Hindia 
Belanda dengan diterbitkannya Staatsblad No. 20 Tahun 1852, yang 
mengatur aspek keselamatan dalam penggunaan mesin uap. Seiring 
berkembangnya sektor industri, regulasi tersebut terus mengalami 
pembaruan hingga lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 
tentang Keselamatan Kerja, yang menjadi dasar penerapan K3 di 
Indonesia. 

Selain itu, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, beserta berbagai peraturan lain yang dikeluarkan 
oleh pemerintah dan kementerian terkait, semakin memperkuat 
perlindungan bagi tenaga kerja. Perlindungan ini juga mencakup 
jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

Tujuan dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja 
(K3) adalah untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, 
sehat, dan produktif. K3 masih menghadapi banyak tantangan 
dalam praktiknya. Misalnya, pekerja kurang menyadari 
pentingnya keselamatan kerja dan tingkat kecelakaan kerja yang 
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terus meningkat, terutama di sektor konstruksi. Oleh karena itu, 
pemerintah terus berusaha meningkatkan kepatuhan terhadap 
peraturan keselamatan kerja (K3) melalui pengawasan, audit 
Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3), dan sanksi. 
Pengusaha juga memainkan peran penting dalam meningkatkan 
kesejahteraan pekerja dan menekan angka kecelakaan kerja di 
Indonesia dengan memberikan pelatihan dan perlindungan yang 
memadai. 
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BAB 3 
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 
 
 

3.1 Pendahuluan 
Tempat kerja merupakan tempat yang berpotensi terjadinya 

kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini terjadi dikarenakan kelalaian 
ataupun ketidaktahuan pekerja didalam bekerja. Oleh karena itu, 
suatu industri ataupun tempat kerja yang berpotensi akan 
menyebabkan terjadi kecelakaan kerja, wajib memiliki sistem 
manajemen didalam mengatur keselamatan dan kesehatan kerja. 
Pada subbab ini, akan dibahas apa itu sistem manajemen 
keselamatan dan kesehatan kerja (atau sering disingkat SMK3), 
penerapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, 
pemantauan dan evaluasi kinerja K3 serta peninjauan dan 
peningkatan kinerja SMK3. 

 

3.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (SMK3) 

Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau 
sering juga disingkat dengan SMK3 merupakan suatu bagian sistem 
dri manajemen industri maupun perusahaan tempat bekerja secara 
keseluruhan yang mana sistem ini dapat mengendalikan resiko yang 
timbul berkaitan terhadap kegiatan bekerja sehingga diharapkan 
dapat terciptanya suatu lingkungan tempat kerja yang efisien, aman 
bagi para pekerja sehingga bekerja menjadi produktif. Inti dari 
sistem manajemen dari keselamatan dan kesehatan kerja ini untuk 
menjamin setipa pekerja nyaman, aman kesehatannya maupun 
jasmaninya didalam bekerja sehingga bekerja dapat berjalan 
dengan efisien dan produktif. Adanya sistem manajemen dari 
keselamatan dan kesehatan kerja ini berpotensi didalam 
meningkatkan produktifitas bekerja. Tenaga kerja yang produktif 
akan berdampak pada peningkatan target dari perusahaan dan 
industri dan akan berdampak pada peningkatan outcome dan 
keuntungan dari perusahaan maupun industri. 
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Lalu apa itu keselamatan dan kesehatan kerja atau sering 
disingkat dengan K3. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan 
semua kegiatan yang menjamin maupun melindungi tenaga kerja 
didalam keselamatan dan kesehatan mereka selama bekerja dengan 
cara melakukan pencegahan terhadap keselamatan kerja maupun 
pencegahan penyakit akibat bekerja. Sistem manajemen dari 
keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan kebijakan nasional 
yang tertuang didalam peraturan pemerintah Indonesia Nomor 50 
tahun 2012 yang merupakan peraturan tentang penerapan sistem 
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.  

Ada kebijakan sistem manajemen dari keselamatan dan 
kesehatan kerja ini mendorong setiap industri maupun perusahaan 
untuk dapat ikut serta dan wajib didalam menerapkan sistem 
manajemen K3 ini di lingkungan tempat bekerjanya. Kewajiban 
suatu perusahaan maupun industri didalam menerapkan SMK3 ini 
berlaku bila suatu industri maupun perusahaan memenuhi dua 
keriteria ini yang berupa: 
1. Suatu industri maupun perusahaan 

memperkerjakan buruh maupun pekerja paling sedikit 
sebanyak 100 (seratus) tenaga kerja; atau 

2. Suatu industri maupun perusahaan memiliki 
tingkat potensi resiko terjadinya kecelakaan ataupun 
bahaya yang besar. 

 

Wajib SMK2

  100 Tenaga Kerja

Potensi Resiko Besar

 
Gambar 3.1. Keriteria Industri atau Perusahaan Wajib SMK3 

 
Dua keriteria tersebut bila memenuhi salah satunya maka, 

setiap industri maupun perusahaan wajib memiliki sistem 
manajemen SMK3. Sistem manajemen SMK3 didalam penerapannya 
memiliki lima (5) step atau bagian didalam menjalankannya. Lima 
langkah didalam penerapan sistem manajemen SMK3 ini berupa: 
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1. Industri maupun perusahaan menetapkan kebijakan K3; 
2. Industri maupun perusahaan merencanakan K3; 
3. Industri maupun perusahaan melaksanakan rencana K3; 
4. Industri maupun perusahaan memantau dan mengevaluasi 

kinerja K3; 
5. Industri maupun perusahaan meninjau dan meningkatkan 

kinerja SMK3. 
 

Penerapan SMK3

Menetapkan Kebijakan K3

Merencanakan K3

Melaksanakan Rencana 
K3

Memantau Dan 
Mengevaluasi Kinerja K3

Meninjau Dan 
Meningkatkan Kinerja 

SMK3

 
Gambar 3.2. Alur Langkah Penerapan SMK3 

 

3.3 Penerapan Kebijakan K3 
Penerapan kebijakan sistem manajemen SMK3 dilakukan 

oleh setiap perusahan dan industri yang terkena wajib SMK3. 
Penyusunan kebijakan sistem manajemen SMK3 harus 
memperhatikan tiga hal didalam penerapan kebijakan sistem 
manajemen SMK3 ini. Tiga hal yang harus diperhatikan tersebut 
berupa: 
1. Industri maupun perusahaan melakukan suatu tinjauan 

awal terhadap kondisi K3; 
2. Industri maupun perusahaan memperhatikan peningkatan 

atau optimalisasi kinerja manajemen K3 secara 
berkesinambungan dan terus menerus; 

3. Industri maupun perusahaan memperhatikan masukan 
yang didapatkan dari pekerja atau buruh ataupun serikat 
pekerja maupun serikat buruh 
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Terdapat lima hal yang harus diperhatikan suatu industri 
maupun perusahaan didalam melakukan tinjauan awal terhadap 
kondisi K3. Lima hal yang harus diperhatikan tersebut berupa: 
1. Industri maupun perusahaan melakukan identifikasi 

terhadap potensi bahaya, melakukan penilaian serta 
melakukan pengendalian resiko; 

2. Industri maupun perusahaan membandingkan penerapan 
K3 yang telah dilakukan oleh industri maupun perusahaan 
lain yang penerapan K3-nya lebih baik; 

3. Industri maupun perusahaan meninjau kembali terhadap 
sebab akibat suatu kejadian yang membahayakan tenaga 
kerja; 

4. Industri maupun perusahaan melakukan kompensasi serta 
gangguan maupun hasil penilaian yang telah dilakukan dan 
berkaitan dengan keselamatan; 

5. Industri maupun perusahaan menilai efisiensi serta 
efektifitas terhadap sumber daya yang tersedia. 

 
Penetapan kebijakan K3 dibuat memiliki paling sedikit 

empat hal yang tercakup didalam kebijakan K3 tersebut. Empat hal 
tersebut berupa: 
1. Terdapat visi dari industi maupun perusahaan, 
2. Terdapat tujuan dari industi maupun perusahaan 
3. Terdapat komitmen maupun tekat industi maupun 

perusahaan didalam pelaksanaan kebijakan, 
4. Terdapat kerangka serta program kerja industi maupun 

perusahaan yang mencakup atas kegiatan perusahaan 
maupun industi secara keseluruhan yang mana bersifat 
umum serta operasional.  

 
Setelah dilakukan pembuatan kebijakan K3 serta ditetapkan 

kebijakan tersebut, setiap industi maupun perusahaan wajib 
menyebarluaskan hasil dari penetapan kebijakan K3 yang telah 
ditetapkan kepada setiap pekerja maupun buruh ataupun orang lain 
yang berada di industi maupun perusahaan tersebut. 
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3.4 Perencanaan K3 
Setelah dilakukan pembuatan kebijakan K3, langkah 

selanjutnya adalah dilakukannya perencanaan K3. Pembuatan 
perencanaan K3 mengacu pada hasil dari penetapan kebijakan K3 
oleh industi maupun perusahaan. Penyusunan perencanaan K3 di 
industi maupun perusahaan, harus memperhatikan dan menimbah 
empat hal, yang berupa: 
1. Industi maupun perusahaan mempertimbangkan hasil dari 

penelaahan awal K3; 
2. Industi maupun perusahaan mengidentifikasi terhadap 

potensi bahaya, melakukan penilaian serta mengendalikan 
resiko potensi bahaya tersebut; 

3. Industi maupun perusahaan mempertimbangkan setiap 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
persyaratan lainnya; 

4. Industi maupun perusahaan mempertimbangkan 
sumberdaya yang dimiliki oleh industi maupun perusahaan. 

 
Didalam penyusunan perencanaan K3 ini, suatu industi 

maupun perusahaan wajib melibatkan para ahli K3, wakil tenaga 
kerja atau buruh di industi maupun perusahaan tersebut, panitia 
pembina K3, serta pihal lainnya yang memiliki kaitan dengan industi 
maupun perusahaan tersebut. Dokumen perencanaan K3 yang 
dibuat hendaknya memiliki paling sedikit tujuh hal yang berupa: 
1. Tujuan maupun sasaran dari industi maupun perusahaan; 
2. Skala prioritas dari industi maupun perusahaan; 
3. Upaya terhadap pengendalian bahaya di industi maupun 

perusahaan; 
4. Menetapkan sumberdaya yang ada di industi maupun 

perusahaan; 
5. Menetapkan indikator pencapaian; 
6. Menetapkan sistem pertanggungjawaban K3. 

 

3.5 Pelaksanaan rencana K3 
Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah penyusunan 

perencanaan K3 berupa pelaksanaan dari perencanaan K3 yang 
telah dibuat dan ditetapkan. Industi maupun perusahaan didalam 
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melakukan pelaksanaan rencana K3 hendaknya didukung oleh 
bagian sumberdaya manusia yang ahli dibidang K3, sarana maupun 
prasarana. Sumberdaya manusia yang ahli dibidang K3 wajib 
memiliki dua hal yang berupa: 
1. Sumberdaya manusia tersebut wajib memiliki kompetensi 

kerja dan dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi; 
2. Sumberdaya manusia tersebut wajib memiliki kewenangan 

didalam bidang K3 dan dibuktikan dengan adanya surat izin 
operasi ataupun kerja dan memiliki bukti surat 
penunjukkan yang diberikan oleh instansi yang berwenang. 

 
Dukungan sarana dan prasarana didalam pelaksanaan K3 berupa: 
1. Dukungan organisasi maupun unit yang memiliki tanggung 

jawab terhadap bidang K3; 
2. Dukungan anggaran yang memadai; 
3. Dukungan prosedur kerja maupun operasi, informasi serta 

pelaporang maupun dokumentasi; 
4. Dukungan instruksi kerja. 

 
Didalam pelaksanaan K3 terdapat beberapa kegiatan yang 

harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan K3. Kegitan 
pelaksanaan K3 tersebut berupa: 
1. Melakukan tindakan pengendalian; 
2. Melakukan perancangan maupun rekayasa; 
3. Melakukan prosedur kerja dan instruksi kerja; 
4. Menyerahkan sebagian dari pelaksanaan pekerjaan; 
5. Membeli maupun mengakan barang serta jasa; 
6. Melakukan upaya menghadapi atas keadaan darurat dari 

kecelakaan serta bencana industri maupun perusahaan; 
7. Melakukan rencana serta pemulihan atas keadaan darurat; 
8. Produk akhir. 

 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan didalam pelaksanaan K3, 

dilakukan berdasarkan identifikasi bahaya yang akan terjadi di 
lingkungan tempat kerja, penilaian terhadap hasil identifikasi 
bahaya dan mengendalingan resiko bahaya serta menganalisis 
kecelakaan yang akan terjadi. Oleh karena itu industri maupun 
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perusahaan harus memiliki sumberdaya manusia dan sarana untuk 
menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut. sumberdaya manusia dan 
sarana yang diperlukan berupa: 
1. Menunjuk sumberdaya manusia yang berkompotensi dan 

berwenang dibidang K3; 
2. Melibatkan semua tenaga kerja atau buruh yang bekerja di 

industri atau perusahaan tersebut; 
3. Membuat petunjuk informasi K3 yang wajib diikuti dan 

dipatuhi oleh semua tenaga kerja atau buruh yang bekerja 
dilingkungan industri atau perusahaan maupun pihak lain 
yang yang berada di lingkungan industri atau perusahaan. 

4. Membuat prosedur pelaporan K3; 
5. Membuat prosedur informasi K3; 
6. Membuat dokumentasi atas seluruh kegiatan K3. 

 
Pembuatan prosedur informasi K3 wajib memberikan 

jaminan yang berupa informasi K3 wajib dikomunikasikan kepada 
seluruh puhak didalam perusahaan maupun pihak luar terkait 
dengan industri atau perusahaan. Kewajiban ini untuk memastikan 
bahwa semua tenaga kerja atau buruh yang bekerja di lingkungan 
industri atau perusahaan mengetahui informasi K3 sehingga 
diharapkan dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja.  

Apabila informasi K3 telah di sebarkan ke seluruh tenaga 
kerja ataupun buruh di lingkungan industri atau perusahaan namun 
masih terdapat kecelakaan keja, maka tenaga kerja atau buruh wajib 
membuat pelaporan dengan proseder pelaporan yang berupa: 
1. Tempat tejadinya kecelakaan di lingkungan tempat bekerja; 
2. Melihat apakah ada ketidaksesuai yang terjadi terhadap 

standar kerja atau peraturan perunang-undangan; 
3. Melihat kinerja K3; 
4. Mengidentifikasi sumber bahaya yang terjadi; 
5. Pelaporan wajib berdasarkan ketentuan atas peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pelaporan terjadinya kecelakaan juga harus didukung oleh 
bukti dokumentasi. Bukti dokumentasi dilakukan terhadap sepuluh 
hal yang berupa: 
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1. Dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di bidang K3 serta standar yang ada di industri 
atau perusahaan dibidang K3; 

2. Dokumentasi indikator atas kinerja K3; 
3. Dokumentasi izin kerja dari tenaga kerja atau buruh; 
4. Dokumentasi atas hasil identifikasi kecelakaan kerja, 

penilaian atas identifikasi tersebut serta pengendalian 
resiko terhadap kecelakaan kerja tersebut. 

5. Dokumentasi adanya kegiatan pelatihan K3 yang dilakukan 
oleh tenaga kerja atau buruh; 

6. Dokumentasi kegiatan inspeksi ke lapangan, kalibrasi 
peralatan, dan pemeliharaan peralatan yang terdapat di 
tempat kerja; 

7. Dokumentasi atas pencatatan atas pemantauan data; 
8. Dokumentasi hasil pengkajian atas kecelakaan yang terjadi 

di tempat kerja serta tindakan lanjutan atas kecelakaan 
kerja tersebut; 

9. Dokumentasi identifikasi produk yang dihasilkan termasuk 
komposisi produk terseut; 

10. Dokumentasi informasi terhadap pemasokan serta 
kontraktor yang bekerja di lingkungan industri atau 
perusahaan; 

11. Dokumentasi audit serta peninjauan ulang terhadap SMK3. 
 

3.6 Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja K3 
Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan setelah 

diaplikasikan pelaksanaan rencana K3. Pemantauan dan evaluasi ini 
wajib dilakukan oleh industi maupun perusahaan dengan cara 
pemeriksaan, pengujian, melakukan pengukuran, dan adanya audit 
internal pada sistem manajemen SMK3 yang dilakukan oleh 
sumberdaya manusia yang berkompeten. Bila suatu industi maupun 
perusahaan tidak memiliki sumberdaya yang berkompeten didalam 
melakukan pemantauan dan ecvaluasi terhadap kinerja K3, maka 
industi maupun perusahaan dapat penyewaan jasa terhadap pihak 
lain yang memeliki kompetensi terhadap sistem manajemen SMK3. 

Hasil yang diperoleh dari kegiatan pemantauan serta 
evaluasi kinerja K3 ini dilaporkan kepada pihak industi maupun 
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perusahaan. Pihak industi maupun perusahaan dapat menggunakan 
hasil pemantauan serta evaluasi kinerja K3 ini sebagai bahan tindak 
lanjut terhadap peraikan sistem manajemen SMK3 yang telah 
dibuat. 
 

3.7 Peninjauan Dan Peningkatan Kinerja SMK3 
Peninjauan dan peningkatan kinerja sistem manajemen 

SMK3 bertujuan untuk menjamin keefektifitasan dan kesesuaian 
dari penerapan SMK3. Peninjaun kinerja sistem manajemen SMK3 
dilakukan pada peninjauan kebijakan K3 yang dibuat, perencanaan 
K3, pelaksanaan rencana K3 yang telah dibuat, pemantauan K3 serta 
evaluasi dari kinerja K3. Dokumen hasil dari peninjauan kinerja 
sistem manajemen SMK3 digunakan untuk dilakukan perbaikan 
maupun peningkatan kinerja sistem manajemen SMK3. 

Perbaikan maupun peningkatan sistem manajemen SMK3 ini 
dilakukan didalam delapan hal yang berupa: 
1. Adanya perubahan terhadap peraturan perundang-

undangan; 
2. Adanya perubahan produk maupun kegiatan perusahaan; 
3. Adanya perubahan perkembangan terhadap ilmu 

pengetahuan serta teknologi maupun epideminologi; 
4. Adanya pelaporan; 
5. Adanya tuntutan yang didapatkan dari pihak pasar maupun 

pihak yang terkait; 
6. Adanya perubahan terhadap struktur organisasi industi 

maupun perusahaan; 
7. Adanya dokumen hasil kajian terhadap kecelakaan yang 

terjadi di tempat kerja; 
8. Adanya masukan positif maupun negatif dari pekerja industi 

maupun perusahaan 
 

3.8 Penilaian Sistem Manajemen SMK3 
Penilaian sistem manajemen SMK3 yang terdapat di industri 

maupun perusahaan dilakukan oleh lembaga audit independen. 
Lembaga audit independen ini ditunjuk oleh Menteri langsung atas 
permohonan dari industri maupun perusahaan. Penilaian yang 
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dilakukan oleh audit SMK3 harus memiliki paling tidak dua belas hal 
yang akan dilakukan audit yang berupa: 
1. Audit pembangunan serta terjaminnya pelaksanaan atas 

komitmen SMK3; 
2. Audit pengendalian atas perandangan maupun peninjauan 

kontrak; 
3. Audit terhadap pembuatan serta dokumentasi rencana K3; 
4. Audit terhadap pengendalian dokumen; 
5. Audit terhadap pembelian maupun pengendalian produk; 
6. Audit terhadap keamanan selama bekerja yang berdasarkan 

SMK3 yang dibuat; 
7. Audit terhadap standar pemantauan; 
8. Audit terhadap pelaporan serta perbaikan kekurangan; 
9. Audit terhadap pengelolaan material serta perpindahannya; 
10. Audit terhadap pengumpulan data serta penggunaan data; 
11. Audit terhadap pemeriksaan SMK3; 
12. Audit terhadap pengembangan keterampilan serta 

kemampuan tenaga kerja maupun buruh. 
 

3.9 Pengawasan Sistem Manajemen SMK3 
Pengawasan sistem manajemen SMK3 di industri maupun 

perusahaan dilakukan oleh satuan pengawas ketenagakerjaan 
pusat, maupun provinsi serta kabupaten maupun kota yang sesuai 
dengan kewenangannya. Pengawasan yang dilakukan oleh satuan 
pengawas ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk pengawasan 
yang berupa: 
1. Pengawasan pembangunan serta terjaminnya pelaksanaan 

komitmen pelaksanaan SMK3; 
2. Pengawasan organisasi industri maupun perusahaan; 
3. Pengawasan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh 

industri maupun perusahaan; 
4. Pengawasan kepatuhan terhadap pelaksanaan dan 

penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dibidang K3; 

5. Pengawasan keamanan bekerja; 
6. Pengawasan pemeriksaan, pengujian serta pengukuran 

terhadap penerapan SMK3; 
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7. Pengawasan pengendalian terhadap keadaan darurat serta 
bahaya industri; 

8. Pengawasan pelaporan serta perbaikan kekurang sistem 
manajemen SMK3; 

9. Pengawasan terhadap tindak lanjut audit yang telah 
dilakukan di industri maupun perusahaan tersebut. 
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BAB 4 
TANTANGAN DAN PENGEMBANGAN 
REGULASI K3 DI INDONESIA 
 
 
4.1 Pendahuluan  

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hak 
fundamental setiap tenaga kerja yang dijamin dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan di Indonesia(UUD,1970). 
Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja bukan 
hanya mencerminkan komitmen negara terhadap hak asasi 
manusia, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan 
lingkungan kerja yang produktif, efisien, dan berkelanjutan(ILO, 
2021). 

Di Indonesia, kerangka hukum K3 telah dirintis sejak 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang 
menjadi tonggak awal dalam pengaturan keselamatan di tempat 
kerja. Seiring waktu, regulasi ini berkembang dan diperkuat dengan 
berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan, serta regulasi sektoral dari kementerian teknis 
lainnya. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, tantangan 
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja menjadi semakin 
kompleks. Risiko-risiko kerja tidak lagi terbatas pada faktor fisik dan 
kimia, tetapi juga mencakup aspek ergonomi, psikososial, dan 
teknologi digital. 

Namun, meskipun perangkat regulasi terus diperbarui, 
kenyataannya masih terdapat berbagai hambatan dalam 
pelaksanaannya di lapangan. Beberapa di antaranya mencakup 
lemahnya sistem pengawasan, ketimpangan penerapan di sektor 
formal dan informal, serta rendahnya kesadaran dan budaya K3 di 
berbagai lapisan organisasi. Ketidakterpaduan antar sektor dan 
belum adanya sistem regulasi yang adaptif terhadap perubahan 
zaman menambah daftar tantangan yang harus dihadapi. 

Situasi ini mendorong perlunya evaluasi dan pengembangan 
regulasi K3 yang lebih responsif, inklusif, dan kontekstual terhadap 
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karakteristik dunia kerja di Indonesia. Penguatan peran semua 
pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta 
pemanfaatan teknologi dalam manajemen K3 merupakan langkah 
penting dalam membangun sistem regulasi yang efektif. 

Subbab ini akan membahas berbagai tantangan utama dalam 
implementasi regulasi K3 di Indonesia serta arah 
pengembangannya untuk menjawab dinamika dan risiko kerja yang 
terus berkembang. Harapannya, pengembangan regulasi K3 tidak 
hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjamin perlindungan 
yang nyata bagi seluruh pekerja Indonesia, dari sektor industri 
besar hingga pelaku UMKM dan pekerja sektor informal. 

 

4.2 Tantangan Regulasi K3 di Indonesia  
Meskipun regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 

Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam 
beberapa dekade terakhir, realitas di lapangan menunjukkan bahwa 
tantangan dalam implementasi dan pengawasan regulasi masih 
cukup besar. Tantangan ini muncul dari berbagai aspek, mulai dari 
kelembagaan, teknis, hingga budaya kerja dan dinamika sosial 
ekonomi(Braun et al., 2020). Berikut adalah beberapa tantangan 
utama dalam penerapan regulasi K3 di Indonesia: 
1. Fragmentasi Regulasi 

Salah satu tantangan mendasar dalam sistem regulasi K3 di 
Indonesia adalah fragmentasi atau terpecah-pecahnya 
pengaturan K3 di berbagai sektor dan kementerian teknis. 
Sebagai contoh, Kementerian Ketenagakerjaan mengatur K3 
secara umum, namun sektor pertambangan diatur oleh 
Kementerian ESDM, sektor konstruksi oleh Kementerian PUPR, 
sektor transportasi oleh Kementerian Perhubungan, dan sektor 
kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun hal ini 
memberikan spesifikasi teknis sesuai karakteristik sektor 
masing-masing, dalam praktiknya sering menimbulkan 
tumpang tindih kebijakan, kebingungan pelaku usaha, serta 
lemahnya koordinasi antar instansi dalam hal pengawasan dan 
penegakan hukum. 
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2. Penegakan Hukum yang Lemah 
Jumlah pengawas Ketenagakerjaan, khususnya yang memiliki 
kompetensi di bidang K3, masih sangat terbatas dan tidak 
sebanding dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi. 
Selain itu, keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan 
kapasitas kelembagaan di tingkat daerah menyebabkan 
pengawasan K3 menjadi tidak optimal. Akibatnya, banyak 
perusahaan yang hanya menjalankan K3 sebagai formalitas 
administratif tanpa implementasi nyata di lapangan. Sanksi 
hukum terhadap pelanggaran K3 juga dinilai belum cukup 
memberikan efek jera karena rendahnya tingkat penegakan. 

3. Minimnya Budaya K3 
Kesadaran akan pentingnya K3 masih rendah, baik di kalangan 
pengusaha maupun pekerja. Budaya K3 belum menjadi bagian 
dari sistem manajemen yang terinternalisasi, melainkan masih 
dianggap sebagai beban tambahan atau sekadar kewajiban 
legalitas(Noor Arzahan, Ismail and Yasin, 2022). Hal ini 
berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap standar K3, 
termasuk dalam pelaporan kecelakaan kerja dan penggunaan 
alat pelindung diri (APD). Padahal, budaya K3 yang kuat 
merupakan pondasi utama dalam pencegahan kecelakaan dan 
penyakit akibat kerja. 

4. Perkembangan Teknologi dan Industri Baru 
Transformasi digital dan munculnya pola kerja baru seperti 
remote working, gig economy, dan otomatisasi industri 
menimbulkan jenis-jenis risiko baru yang belum sepenuhnya 
diakomodasi dalam regulasi K3 yang ada(Fonseca and 
Carvalho, 2019). Misalnya, belum banyak pengaturan yang 
spesifik tentang risiko kesehatan mental, kelelahan digital 
(digital fatigue), dan K3 pada pekerjaan berbasis 
aplikasi/platform(Oka et al., 2018). Hal ini menunjukkan 
perlunya regulasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika 
dunia kerja masa kini. Munculnya industri 4.0, digitalisasi, serta 
pekerjaan berbasis platform (gig economy) menimbulkan 
risiko-risiko baru yang belum sepenuhnya tercakup dalam 
regulasi K3 yang ada. 
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5. Ketimpangan Penerapan di UMKM 
Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor 
informal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang 
umumnya tidak memiliki sistem K3 yang memadai 
(Targoutzidis et al., 2014). Keterbatasan sumber daya manusia, 
rendahnya akses informasi dan pelatihan, serta kurangnya 
pengawasan membuat penerapan K3 di sektor ini sangat 
minim(Arewa and Farrell, 2012). Sementara itu, regulasi yang 
ada lebih banyak dirancang untuk sektor formal atau industri 
besar, sehingga tidak sepenuhnya aplikatif bagi sektor informal 
dan UMKM.UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional 
sering kali menghadapi keterbatasan dalam menerapkan 
standar K3 karena rendahnya akses terhadap informasi, 
pendanaan, dan sumber daya manusia yang kompeten(ILO, 
2021). 

6. Kurangnya Data dan Informasi K3 yang Terintegrasi 
Salah satu tantangan besar lainnya adalah keterbatasan data K3 
yang valid, akurat, dan terintegrasi secara nasional. Pelaporan 
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja masih belum 
optimal, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan 
berbasis bukti (evidence-based policy making). Tanpa data yang 
memadai, evaluasi terhadap efektivitas regulasi K3 menjadi 
sulit dilakukan. 
 

4.3 Arah Pengembangan Regulasi K3 
Menghadapi berbagai tantangan yang telah diuraikan 

sebelumnya, pengembangan regulasi K3 di Indonesia harus 
diarahkan pada pendekatan yang lebih adaptif, integratif, dan 
inklusif. Regulasi tidak cukup hanya disusun sebagai bentuk 
kepatuhan hukum, melainkan harus menjadi alat strategis untuk 
mendorong transformasi budaya K3, meningkatkan daya saing 
industri, serta melindungi seluruh pekerja tanpa terkecuali. Berikut 
adalah arah strategis yang dapat dijadikan landasan dalam 
pengembangan regulasi K3 ke depan: 
1. Harmonisasi Regulasi Antar Sektor 

Diperlukan upaya konsolidasi dan harmonisasi peraturan K3 
lintas sektor untuk mencegah tumpang tindih, meningkatkan 
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kepastian hukum, serta memudahkan pelaku usaha dalam 
memenuhi kewajiban K3. 

2. Penguatan Sistem Penegakan Hukum 
Reformasi sistem pengawasan ketenagakerjaan, peningkatan 
kapasitas SDM pengawas, serta penggunaan teknologi 
informasi seperti e-inspection dan pelaporan daring dapat 
memperkuat penegakan regulasi K3. 

3. Penyusunan Regulasi Responsif terhadap Perubahan 
Regulasi K3 harus adaptif terhadap perkembangan dunia kerja, 
seperti pengaturan terkait kerja jarak jauh, K3 di sektor digital, 
serta kesehatan mental di tempat kerja. 

4. Inklusi K3 untuk UMKM dan Sektor Informal 
Perlu pengembangan panduan teknis K3 yang sederhana dan 
dapat diakses oleh UMKM, serta program pendampingan 
berbasis komunitas atau asosiasi sektor informal. 

5. Peningkatan Partisipasi Stakeholder 
Keterlibatan pekerja, serikat buruh, asosiasi pengusaha, 
akademisi, dan LSM dalam penyusunan maupun evaluasi 
regulasi K3 menjadi penting untuk memastikan regulasi yang 
partisipatif dan aplikatif. 

 

4.4 Studi Banding Internasional: Praktik Baik 
Regulasi K3 di Negara Lain 

Untuk memperkuat arah pengembangan regulasi K3 di 
Indonesia, penting untuk melihat praktik-praktik terbaik (best 
practices) yang telah diterapkan di negara lain. Beberapa negara 
dengan sistem K3 yang maju menunjukkan bahwa keberhasilan 
regulasi K3 tidak hanya bergantung pada banyaknya peraturan, 
tetapi juga pada kualitas implementasi, budaya keselamatan yang 
kuat, serta keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Berikut 
adalah ringkasan studi banding dari beberapa negara: 
1. Australia – Pendekatan Harmonisasi Nasional dan Self-

Regulation 
Australia dikenal memiliki sistem K3 yang modern dan 
terintegrasi(Costa, 2011). Melalui Model Work Health and Safety 
Act yang berlaku secara nasional, pemerintah Australia berhasil 
melakukan harmonisasi peraturan K3 antar negara bagian. 
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Pendekatan regulasi berbasis risiko dan self-regulation menjadi 
prinsip utama. Perusahaan didorong untuk melakukan risk 
assessment dan menerapkan sistem manajemen K3 yang sesuai 
dengan karakteristik usaha mereka. Otoritas seperti Safe Work 
Australia juga menyediakan panduan teknis, pelatihan daring, 
dan basis data kecelakaan kerja yang dapat diakses publik. 

2. Jepang – Integrasi Budaya Kerja dan K3 
Di Jepang, keselamatan kerja merupakan bagian dari budaya 
perusahaan dan manajemen mutu total (Total Quality 
Management). Undang-Undang Standar Kesehatan dan 
Keselamatan Industri Jepang mendorong keterlibatan aktif 
manajemen dan pekerja melalui safety committee di tiap 
perusahaan. Pemerintah Jepang juga mengembangkan program 
“Zero Accident Campaign” yang sukses menurunkan tingkat 
kecelakaan kerja di berbagai sektor. Sistem K3 Jepang sangat 
menekankan pelatihan, kedisiplinan, dan komunikasi dua arah 
antara manajemen dan pekerja(Okubo, 1998). 

3. Swedia – K3 sebagai Hak Sosial dan Pendekatan 
Psikososial 
Swedia merupakan negara yang mengintegrasikan aspek 
keselamatan kerja dalam sistem perlindungan sosial secara 
menyeluruh. Badan regulatori seperti Swedish Work 
Environment Authority (Arbetsmiljöverket) mengembangkan 
regulasi yang tidak hanya fokus pada keselamatan fisik, tetapi 
juga faktor psikososial seperti stres kerja, keseimbangan kerja-
hidup, dan kesehatan mental. Keterlibatan serikat pekerja 
dalam perumusan dan pengawasan regulasi sangat tinggi 
(Morillas, Rubio-Romero and Fuertes, 2013). Pendekatan ini 
mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan menyeluruh 
pekerja sebagai hak sosial. 

4. Singapura – Regulasi Progresif dan Inovasi Teknologi 
K3 
Sebagai negara dengan pertumbuhan industri yang pesat, 
Singapura menerapkan pendekatan progressive enforcement 
dalam regulasi K3. Ministry of Manpower (MOM) mengatur K3 
melalui Workplace Safety and Health Act, dan mendorong 
sertifikasi sistem manajemen K3 seperti bizSAFE. Singapura 
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juga aktif menggunakan teknologi seperti drone untuk inspeksi 
lokasi kerja, sistem pelaporan online, serta kampanye publik 
digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya K3(Buranatrevedh, 2015). Regulasi K3 di Singapura 
juga mencakup pelatihan wajib berbasis kompetensi dan audit 
rutin oleh pihak ketiga. 

 
Pembelajaran bagi Indonesia 

Dari studi banding ini, beberapa pelajaran penting dapat 
diambil untuk pengembangan regulasi K3 di Indonesia: 
1. Harmonisasi nasional seperti di Australia menunjukkan 

pentingnya regulasi lintas sektor yang terintegrasi dan berbasis 
risiko. 

2. Budaya kerja yang mendukung K3, seperti di Jepang, 
memperlihatkan bahwa regulasi perlu diiringi dengan 
pembentukan mindset keselamatan di seluruh tingkat 
organisasi. 

3. Pendekatan kesejahteraan menyeluruh, seperti di Swedia, 
menunjukkan bahwa regulasi harus mengakomodasi tantangan 
baru seperti kesehatan mental. 

4. Inovasi dan digitalisasi sebagaimana diterapkan di Singapura 
membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi katalis dalam 
meningkatkan efektivitas regulasi K3. 

 
Dengan mempertimbangkan praktik internasional ini, 

Indonesia dapat mengembangkan sistem regulasi K3 yang lebih 
komprehensif, adaptif, dan efektif dalam menghadapi tantangan 
lokal maupun global 
 

4.5 Kesimpulan   
Regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia 

telah mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke 
waktu, baik dari sisi jumlah peraturan maupun ruang lingkup sektor 
yang diatur. Namun demikian, tantangan dalam implementasi dan 
efektivitas regulasi masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. 
Kompleksitas kelembagaan, fragmentasi regulasi lintas sektor, 
lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran budaya K3, serta 
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belum optimalnya perlindungan di sektor UMKM dan informal 
menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk 
menjamin terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat. 

Perubahan lanskap dunia kerja akibat kemajuan teknologi, 
digitalisasi, dan transformasi industri turut menimbulkan jenis-jenis 
risiko baru yang belum sepenuhnya tercakup dalam regulasi yang 
ada. Selain itu, tantangan global seperti pandemi, perubahan iklim, 
serta meningkatnya kesadaran terhadap isu-isu kesehatan mental 
menuntut adanya pendekatan K3 yang lebih holistik, adaptif, dan 
berbasis bukti. Dalam konteks ini, pengembangan regulasi K3 tidak 
dapat lagi dilakukan secara sektoral dan reaktif, melainkan harus 
dirancang secara strategis, lintas sektor, dan proaktif terhadap 
dinamika risiko kerja yang terus berubah. 

Studi banding dari negara-negara seperti Australia, Jepang, 
Swedia, dan Singapura menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi 
K3 sangat bergantung pada beberapa faktor utama, yaitu 
harmonisasi kebijakan nasional, partisipasi aktif pekerja dan 
pengusaha, penerapan teknologi dalam pengawasan, serta integrasi 
K3 ke dalam budaya organisasi dan kebijakan perlindungan sosial. 
Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik-praktik ini untuk 
memperkuat sistem regulasi K3 di dalam negeri. 

Ke depan, pengembangan regulasi K3 di Indonesia perlu 
diarahkan pada beberapa strategi utama: harmonisasi lintas sektor, 
penguatan pengawasan berbasis teknologi, pembaruan regulasi 
yang responsif terhadap perubahan dunia kerja, perluasan cakupan 
ke sektor informal dan UMKM, serta peningkatan partisipasi para 
pemangku kepentingan. Selain itu, pengembangan sistem informasi 
K3 yang terpadu dan berbasis data akan menjadi fondasi penting 
untuk mendukung perumusan kebijakan yang tepat sasaran. 

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, dunia usaha, 
dan masyarakat, serta didukung oleh regulasi yang progresif dan 
aplikatif, Indonesia dapat membangun sistem K3 yang tidak hanya 
menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, tetapi juga 
meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor kerja nasional. 
Keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi bagian tak 
terpisahkan dari pembangunan nasional yang berorientasi pada 
kesejahteraan manusia dan keadilan sosial. 
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